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SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BONTANG

Menimbang . bahwa sehubungan adanya perubahan Sasaran dari Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun
2021 — 2026, maka perlu merubah Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Bontang.

Mengingat ’ 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -
2009;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

7.  Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Kota
Bontang;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Bontang Nomor 01 Tahun 2021 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang.

2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang.

MEMUTUSKAN

Merubah Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang sebagaimana
tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Bontang.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 18 November 2022

; /'/ I_era]a B

:Sony Suwito Adicahyorlo, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197004191998031005



1. Nama SKPD
2. Tugas

3. Fungsi t L

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Melaksanakan fungsi penunjang keugngan

Perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2. Pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Tl

SR

4. Indikator Kirenja Utama

Pelaksanaan tugas lain lain.

Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Penyelenggaraan urusan Sekretariat, Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi dan pengelolaan Barang Milik Daerah;

- PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN SUMBER DATA JAWAR
1. Terpenuhinya Penyusunan APBD | Ketepatan, Kesesuaian dan Tanggal Penyampaian SIPD Bidang Anggaran)
dan Laporan Keuangan Kepatuhan dalam Penyusunan RAPBD/RAPBD-P sesuat BPKAD
Pemerintah Daerah vang efektif, APBD Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
efisien, Transparan dan
Akuntabel
Ketepatan, Kesesuaian dan Tanggal Penyampaian LKPD ke LKPD SKPD, Bidang
Kepatuhan Penyusunan Laporan] BPK paling lambat 3 (tiga) bulan SIMBADA dan Perbendaharaan
Keuangan Pemerintah Daerah setelah tahun anggaran berakhir Efinance dan Akuntansi
sesual Permendagri Nomor 77 BPKAD
Tahun 2020
2. Meningkatnya Penatausahaan Kesesuaian Nilai Aset Dengan Jumlah rincian total BMD Aset Sim Aset & SIPD Bidang
Administrasi Pengelolaan Barang | Neraca Pemerintah Kota Tetap di Sim Aset Pengelolaan
Milik Daerah Bontang —————— X 100% Barang Milik
Data Aset pada Neraca Pemkot di Daerah BPKAD
SIPD
3. Meningkatnva Pelayanan Teknis Hasil Evaluasi Reformasi Hasil Penilaian Mandin Hasil Evaluasi Sekretariat
dan Administratif untuk Birokrasi BPKAD Kota Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penilaian Mandiri
Mendukung Penyelenggaraan Bontang dan Inspektorat Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Serta Reformasi
Reformasi Birokrasi BPKAD Birokrasi
Kota Bontang
(W \
|\ ¢\~ Sony Suwito Adicahyono, SH.MM
NS\ Pembina Utama Muda
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